
BALAI BESAR KIPM MAKASSAR
TAHUN 2025



   

i | R e n c a n a  K e r j a  T a h u n  2 0 2 5  

 

KATA PENGANTAR 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas 

berkat  dan rahmat- Nya penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai 

Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Kemanan Hasil Perikanan 

Makassar  Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan. 

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar Karantina Ikan, 

Pengendalian Mutu dan Kemanan Hasil Perikanan Makassar Tahun 

Anggaran 2025. Pengelolaan manajemen kinerja di Balai Besar KIPM 

Makassar  dilaksanakan dari tingkat organisasi sampai dengan individu, 

dengan pendekatan balanced scorecard (BSC) 

Kami ucapan terima kasih kepada seluruh pegawai lingkup Balai 

Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Kemanan Hasil Perikanan 

Makassar atas  waktu,   tenaga dan pemikiran yang diberikan dalam rangka 

penyusunan Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2025 ini. 

Kami menyadari bahwa Rencana Kinerja Tahunan Balai  Besar 

Karantina   Ikan, Pengendalian Mutu dan Kemanan Hasil  Perikanan 

Makassar Tahun Anggaran 2025 ini  masih jauh dari sempurna oleh karena 

itu saran dan kritik yang bersifat membangun diharapkan dapat 

memperbaiki kinerja di masa yang akan datang. 

 

Makassar, 18  Februari 2025  
Plt. Kepala Balai Besar KIPM Makassar 

 
 
 
 

                         Sri Rahayu Setyaningsih 
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BAB I  PENDAHULUAN 
 

 
 

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari Rencana 

Strategis, yaitu berupa serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang 

akan  dilakukan setiap tahun dalam rangka mencapai sasaran, tujuan,  visi 

pemerintah. Dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan tetap  mengacu 

dan berpedoman  pada Rencana Strategis Balai  Besar  Karantina   Ikan,   

Pengendalian  Mutu  dan  Kemanan Hasil Perikanan Makassar Tahun 2025-

2029.  

Setelah Renstra ditetapkan, perlu dilakukan penjabaran dari 

program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk itu 

setiap unit pelaksana teknis yang mengampu program pembangunan 

pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan dan 

setiap satuan kerja yang mengampu kegiatan pembangunan sektor 

kelautan dan perikanan, perlu menyusun Rencana Aksi Program atau 

Rencana Aksi Kegiatan.  Didalam penjabaran pertahun Rencana Aksi 

kegiatan Balai Besar KIPM Makassar 2025-2029, maka dibuatlah dokumen 

Rencana Kerja Tahun 2025 yang tetap harus menjaga keselarasan terhadap 

dokumen-dokumen Rentra dan RPJMN 

 

A. Tugas dan Peran Organisasi 

 

Perubahan nomenklatur Badan Karantina Ikan, Pengendalian 

Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) menjadi Badan 

Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan 

(BPPMHKP) diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan 

(Kepmen KP) Nomor 2025. Kepmen ini didasarkan pada Peraturan 

Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Kelautan dan Perikanan.  
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Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan 

dan Perikanan (BPPMHKP) memiliki tugas untuk menyelenggarakan 

pengendalian dan pengawasan mutu serta keamanan hasil kelautan 

dan perikanan. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, Renstra 

Balai Besar KIPM Makassar       2025 - 2029 dirancang untuk mengatasi 

berbagai tantangan yang ada, meningkatkan daya saing sektor kelautan 

dan perikanan Indonesia, serta memastikan keberlanjutan sumber daya 

alam bagi generasi mendatang. Namun, tantangan yang dihadapi 

sektor kelautan dan perikanan Indonesia sangat kompleks, melibatkan 

isu-isu lingkungan yang kritis, rendahnya kualitas pengelolaan, dan 

keterbatasan infrastruktur yang memadai. Untuk itu, Renstra 2025-

2029 tidak hanya sekadar menjadi perencanaan strategis, tetapi harus 

berfungsi sebagai upaya nyata untuk mengubah paradigma 

pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Fokus utama dari 

Renstra ini adalah mengarah pada pengelolaan yang lebih 

berkelanjutan dan berbasis kualitas. 

Salah satu isu strategis yang harus dijawab adalah 

peningkatan gizi anak melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya 

kelautan, yang kaya akan nutrisi seperti ikan dan rumput laut. 

Pengelolaan kualitas produk perikanan, dengan jaminan mutu yang kuat, 

akan menjadi kunci dalam memastikan bahwa produk yang sampai ke 

konsumen memiliki kualitas gizi yang tinggi. Pengawasan yang lebih 

ketat terhadap proses pengolahan, distribusi, dan pemasaran produk 

akan memastikan produk yang dihasilkan tidak hanya aman, tetapi juga 

bergizi, mendukung program peningkatan gizi anak yang menjadi salah 

satu prioritas nasional. 

Selain itu, untuk mencapai swasembada pangan, sektor 

kelautan dan perikanan Indonesia harus mampu menghasilkan produk 

pangan yang cukup, berkualitas, dan terjangkau. Di sinilah hilirisasi 

komoditas kelautan, seperti rumput laut, ikan, dan produk akuatik 
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lainnya, berperan penting. Hilirisasi ini tidak hanya akan meningkatkan 

nilai tambah ekonomi, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan 

nasional. Namun, tanpa pengawasan kualitas yang ketat dan sistem 

jaminan mutu yang terintegrasi, hilirisasi ini akan berisiko gagal dalam 

meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Kualitas produk yang 

buruk atau tidak terjamin akan merugikan pasar ekspor, sementara 

ketidakteraturan dalam sistem distribusi dapat menyebabkan inefisiensi 

yang merugikan ekonomi. 

BPPMHKP Makassar merupakan salah satu Unit Pelaksana 

Teknis (UPT) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan 

dan Perikanan – Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai 

tugas dan fungsi mewujudkan jaminan mutu dan keamanan hasil 

perikanan melalui sertifikasi produk perikanan yang diekspor keluar 

negeri. Sebelumnya BPPMHKP merupakan unit eselon I di KKP yang 

bernama BKIPM. Adanya transformasi kelembagaan menyebabkan tugas 

dan fungsi kegiatan perkarantinaan ikan menjadi tugas dan fungsi Badan 

Karantina Indonesia yang terpisah dari KKP. 

 

B. Struktur Organisasi 
 

Berdasarkan Peraturan  Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor  

92/PERMEN-KP/2020 tentang  Organisasi dan Tata  Kerja  Unit  Pelaksana 

Teknis Karantina  Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan,   

Struktur Organisasi Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan 

Keamanan Hasil Perikanan Makassar terdiri  atas : 

  
  
 
  
  
 
  

a.  Kepala Balai Besar 
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1) Setiap unsur di lingkup Unit Pelaksana  Pengendalian dan Pengawasan 

Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP)  Makassar merupakan 

salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengendalian dan 

Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan – Kementerian Kelautan 

dan Perikanan yang mempunyai tugas dan fungsi mewujudkan jaminan 

mutu dan keamanan hasil perikanan melalui sertifikasi produk perikanan 

yang diekspor keluar negeri. Sebelumnya BPPMHKP merupakan unit 

eselon I di KKP yang bernama BKIPM. Adanya transformasi 

kelembagaan menyebabkan tugas dan fungsi kegiatan perkarantinaan 

ikan menjadi tugas dan fungsi Badan Karantina Indonesia yang terpisah 

dari KKP 

 

2) Setiap pimpinan pada unit organisasi Unit Pelaksana  Pengendalian dan 

Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan di lingkungan masing-

masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas 

publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan 

kinerja yang terintegrasi.  

 
3) Setiap pimpinan pada unit organisasi Unit Pelaksana Teknis 

Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan 

bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan 

memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas 

bawahan 
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4) Setiap pimpinan pada unit organisasi Unit Pelaksana  Pengendalian dan 

pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan wajib mengawasi 

pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan wajib 

mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

5) Setiap pimpinan pada unit organisasi Unit Pelaksana Pengendalian dan 

Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan wajib mengikuti dan 

mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan langsung 

dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya. 

 
b.  Kepala Subbagian Umum 

 
Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan 

pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, 

pelaporan, urusan hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana,  

persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan 

barang milik negara dan perlengkapan.  

 

c.  Kelompok Jabatan  Fungsional 

 

1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan 

pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit 

Pelaksana Teknis Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan 

dan Perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.  

2) Dalam pelaksanaan tugas ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi 

Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan 
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fungsi Unit Pelaksana Teknis Pengendalian dan Pengawasan Mutu 

Hasil Kelautan dan Perikanan. 

3) Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional mempunyai 

tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan masing-

masing fungsional sesuai dengan bidang tugas Unit Pelaksana Teknis 

Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.  

4) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan 

fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang 

pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan 

 
 
 

C.   Keterkaitan  Rencana Kinerja Tahunan dengan Renstra 
 

Rencana Strategis  Balai  Besar Karantina  Ikan,  Pengendalian  

Mutu  dan Kemanan Hasil Perikanan Makassar bukan merupakan pedoman 

yang statis  tetapi dinamis,  artinya  dapat  ditinjau   ulang secara  periodik,   

setiap  setahun  sekali. Peninjauan rencana juga dapat dilakukan sesuai 

dengan perubahan-perubahan penting yang  diperkirakan  berpengaruh 

secara signifikan terhadap penyelenggaraan dan pengembangan organisasi. 

Namun demikian, Rencana Strategis ini tidak hanya sekedar sebuah 

dokumen untuk memenuhi kepentingan formal admisitratif, Rencana Strategis 

disusun berdasarkan kesadaran, kehendak, kebutuhan bersama untuk 

dijadikan sebuah pedoman bagi penyelenggaraan dan pengembangan 

pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan, agar setiap 

keputusan yang diambil dan setiap langkah yang ditempuh oleh setiap elemen 
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pada setiap level merupakan bagian dari upaya untuk menuju tujuan bersama 

yang sudah ditetapkan.   Rencana Strategis ini  harus menjadi  komitmen 

bersama  seluruh  elemen  dan  sebagai  pedoman  penyelenggaraan  dan 

pengembangan   Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan 

dan Perikanan, khususnya  di   Balai   Besar  Karantina   Ikan, Pengendalian 

Mutu dan Kemanan Hasil Perikanan Makassar. Selanjutnya  Rencana Strategis 

ini  perlu  dijabarkan  dalam berbagai dokumen perencanaan yang lebih 

operasional dalam bentuk Rencana Kinerja Tahunan (RKT). 

Pengelolaan kegiatan berbasis kinerja diharapkan dapat  

mengantisipasi fungsi  dan  peranan  Pengendalian dan pengawasan Mutu  

dan  Kemanan  Hasil Perikanan yang semakin  meningkat  dengan 

konsekwensi tanggung jawab  yang semakin  berat,   akibat  dari  perubahan  

global  sistem  perdagangan,  khususnya komoditi  perikanan  antar  negara.  

Namun demikian  melalui  perencanaan yang baik  dalam  Rencana Strategis  

2025-2029 Lingkup  Balai  Besar Karantina  Ikan Pengendalian Mutu dan 

Keamanan Hasil Perikanan Makassar, yang dirinci lebih lanjut dalam  Rencana 

Kinerja  Tahunan,  diharapkan  dalam  pelaksanaan tugas dan  fungsi  yang  

diselaraskan  dengan  misi,   kebijakan,    program   dan kegiatan dalam 

mencapai visi,  sasaran dan tujuan  organisasi khususnya di Balai Besar 

Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Kemanan Hasil Perikanan Makassar 

dapat berhasil dengan   baik    dan   sesuai   dengan prinsip-prinsip  sistem 

kepemerintahan  yang baik 
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BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN  
 

 
 

 

Balai Besar KIPM Makassar merupakan salah satu Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil 

Kelautan dan Perikanan – Kementerian Kelautan dan Perikanan yang 

mempunyai tugas dan fungsi mewujudkan jaminan mutu dan keamanan 

hasil perikanan melalui sertifikasi produk perikanan yang diekspor keluar 

negeri. Sebelumnya Badan Pengendalian dan Pengwasan Mutu 

Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan merupakan unit eselon I di KKP 

yang bernama BKIPM. Adanya transformasi kelembagaan menyebabkan 

tugas dan fungsi kegiatan perkarantinaan ikan menjadi tugas dan fungsi 

Badan Karantina Indonesia yang terpisah dari KKP 

Visi Presiden 2025-2029 mengusung komitmen "Bersama 

Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045", yang melanjutkan 

fondasi yang telah dibangun dan mendorong Indonesia menuju masa 

depan yang lebih cerah. Visi ini mengajak seluruh rakyat Indonesia 

untuk bersatu dan berkolaborasi demi meraih tujuan bersama, dan 

diwujudkan dalam 8 (delapan) Misi yang dikenal dengan Asta Cita, 

yaitu: 

1. Memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia 

(HAM). 

2. Memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara serta 

mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, 

energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. 

3. Meningkatkan lapangan kerja berkualitas, mendorong 

kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan 

melanjutkan pengembangan infrastruktur. 

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan 
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gender, serta meningkatkan peran perempuan, pemuda, dan 

penyandang disabilitas. 

5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai 

tambah di dalam negeri. 

6. Membangun dari desa dan bawah untuk pemerataan ekonomi 

dan pemberantasan kemiskinan. 

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan 

narkoba. 

8. Memperkuat keharmonisan kehidupan dengan lingkungan, alam, 

dan budaya, serta meningkatkan toleransi antarumat beragama 

untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. 

 

A. Visi dan Misi     

 

Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk 

periode 2025-2029 adalah “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia 

Emas 2045.” Visi ini mencerminkan aspirasi bangsa untuk menjadi 

negara maju dengan pembangunan yang inklusif, berdaya saing, dan 

berkelanjutan menjelang peringatan 100 tahun kemerdekaan 

Indonesia. Sebagai salah satu organisasi pemerintah yang memiliki 

tanggung jawab strategis dalam sektor kelautan dan perikanan, 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen mendukung 

tercapainya visi tersebut melalui perencanaan yang terintegrasi dan 

implementasi kebijakan yang efektif. Untuk periode 2025-2029, visi KKP 

ditetapkan sebagai “Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan 

dan Perikanan yang Berkelanjutan sebagai Penggerak Pertumbuhan 

Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan 

dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju 

Indonesia Emas 2045.” Visi ini menegaskan pentingnya keberlanjutan 



10 | R e n c a n a  K e r j a  T a h u n  2 0 2 5  

 

dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sebagai tulang 

punggung perekonomian sekaligus upaya untuk meningkatkan taraf 

hidup masyarakat yang menggantungkan penghidupan pada sektor ini. 

Sejalan dengan visi nasional dan kementerian, BPPMHKP 

merumuskan visinya sendiri untuk periode yang sama, yaitu dengan 

mengacu pada beberapa isu yang menjadi perhatian Presiden yang 

tertuang dalam Asta Cita, antara lain yang terkait dengan (1) 

meningkatkan gizi anak melalui makan bergizi gratis; (2) swasembada 

pangan menuju lumbung pangan dunia dan (3) hilirisasi komoditas.   

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah 

dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan 

untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 

2025-2029, Kementerian Kelautan dan Perikanan terutama 

melaksanakan 7 (tujuh) dari 8 (delapan) misi (Asta Cita) Presiden dan 

Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut: 

1. Misi ke-2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara 

dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada 

Pangan, Energi, Air, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi 

Biru. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki peran 

strategis dalam memperkuat kawasan sentra produksi pangan 

berbasis kelautan untuk mendukung ketahanan pangan nasional. 

Digitalisasi data pangan menjadi elemen kunci untuk efisiensi 

distribusi dan pengelolaan pangan. Selain itu, pengembangan 

pangan lokal berbasis laut seperti ikan dan rumput laut diiringi 

biofortifikasi dan fortifikasi pangan untuk meningkatkan nilai gizi. 

Peningkatan produktivitas perikanan, pengembangan pelabuhan 

perikanan modern, dan armada tangkap di Zona Ekonomi 

Eksklusif (ZEE) menjadi prioritas utama. Pengembangan pangan 

akuatik juga mendukung ketahanan pangan lokal dan nasional, 

sejalan dengan prinsip keberlanjutan ekonomi biru. 
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2. Misi ke-3: Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, 

Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, dan 

Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur. Destinasi wisata 

berbasis laut seperti Bali, Kepri, dan Lombok harus dimanfaatkan 

sebagai pendorong ekonomi daerah dan pencipta lapangan kerja 

baru. Inovasi dalam pengolahan hasil laut perlu didorong untuk 

meningkatkan nilai tambah dan akses pasar bagi masyarakat 

pesisir. 

3. Misi ke-4: Memperkuat Pembangunan SDM, Sains, Teknologi, 

Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, 

serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang 

Disabilitas. Penyiapan tenaga kerja terampil melalui pendidikan 

vokasi relevan dengan kebutuhan industri. Selain itu, program 

makan bergizi berbasis ikan mendukung pengentasan stunting 

dan menciptakan generasi produktif. 

4. Misi ke-5: Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi untuk 

Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri. Fokus pada 

pengolahan rumput laut menjadi produk bernilai tinggi seperti 

kosmetik, pangan olahan, dan bahan baku industri. Penguatan 

logistik dan distribusi menjadi kunci daya saing produk perikanan 

di pasar global (Susanto & Wibowo, 2021). 

5. Misi ke-6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk 

Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan. Usaha 

perikanan lokal seperti budidaya ikan dan pengolahan rumput laut 

menjadi pilar pemberdayaan ekonomi desa. Dengan akses ke 

pasar dan teknologi, masyarakat pedesaan dapat meningkatkan 

pendapatan dan kesejahteraan secara inklusif. 

6. Misi ke-7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, 

serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan 

Narkoba. Regulasi yang efisien dan transparan diperlukan untuk 
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menciptakan iklim investasi yang baik di sektor kelautan, 

memastikan keberlanjutan sumber daya dan kepastian hukum 

bagi pelaku usaha. 

7. Misi ke-8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis 

dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, serta Peningkatan 

Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang 

Adil dan Makmur. Restorasi mangrove dan terumbu karang serta 

penguatan resiliensi masyarakat pesisir menjadi langkah mitigasi 

penting terhadap dampak perubahan iklim. 

 

B.   Tujuan strategis 

 

Menjabarkan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan 

di atas, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan 

perikanan (BPPMHKP) merumuskan tujuan terkait pengendalian dan 

pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, 

sebagai berikut:  

1. Menjamin Kepatuhan Standar Mutu 

 Menyediakan sertifikasi mutu bagi unit usaha perikanan sejak 

tahap produksi awal hingga pascapanen. 

 Memastikan produk perikanan yang dipasarkan memenuhi 

standar nasional dan internasional. 

2. Meningkatkan Pengawasan dan Keamanan Produk Perikanan 

 Melaksanakan pengawasan berkelanjutan terhadap unit 

usaha perikanan melalui sistem surveillance. 

 Memastikan penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan 

Hasil Perikanan secara konsisten. 

3. Meningkatkan Kapasitas Laboratorium Pengujian 
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 Memperluas ruang lingkup pengujian mutu dan penyediaan 

bahan uji yang sesuai dengan standar global. 

 Menjamin laboratorium pengujian memiliki akreditasi dan 

mengikuti sistem manajemen mutu yang ketat. 

4. Meningkatkan Infrastruktur dan Sarana Pengawasan 

 Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk 

efektivitas pengendalian mutu hasil perikanan. 

 Mengembangkan sistem traceability untuk meningkatkan 

ketelusuran produk perikanan. 

5. Meningkatkan Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat 

 Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat 

mengenai pentingnya pangan bermutu dan aman konsumsi. 

 Mendorong penerapan praktik pengolahan yang higienis dan 

berbasis standar keamanan pangan. 

 

C.   Sasaran Strategis,   Indikator  Kinerja  Utama dan Target 

 

Sasaran pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan 

hasil kelautan dan perikanan merupakan langkah-langkah spesifik, 

konkret, dan terukur yang diambil untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan dan dicapai oleh BPPMHKP. Sasaran BPPMHKP dijabarkan 

sebagai berikut: 

Untuk mencapai tujuan tersebut, BPPMHKP menetapkan 

sasaran spesifik dan terukur dalam empat (4) sasaran program utama: 

 

1. Program Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan 

Hasil Perikanan  
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 Meningkatkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil 

Perikanan  

 Meningkatkan Sertifikasi Mutu untuk Unit Usaha Produksi 

Primer 

 

2. Program Pengawasan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan 

Hasil Perikanan 

 Memastikan Pengawasan Mutu Produk Perikanan di Seluruh 

Wilayah Indonesia 

 Mendorong Unit Pengolahan Ikan untuk Menerapkan Sistem 

Monitoring Pencemaran Perairan  

 

3. Program Penerapan Standar dan Metode Uji Kesehatan Ikan, 

Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 

 Menerapkan Standar Pengujian dan Manajemen Mutu 

Laboratorium 

 Mengembangkan Parameter Standar Uji untuk Laboratorium 

Acuan  

 

4. Program Dukungan Manajerial   

 Dilaksanakannya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik 

lingkup Balai Besar KIPM Makassar. 

 Dilaksanakannya Layanan Dukungan Manajemen Internal 

 Dilaksanakannya Layanan Sarana dan Prasarana Internal 

 Dilaksanakannya Layanan Manajemen SDM Internal 

 Dilaksanakannya Layanan Manajemen Kinerja Internal 

 

 

 



15 | R e n c a n a  K e r j a  T a h u n  2 0 2 5  

 

Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Balai Besar KIPM Makassar 

Tahun 2025 

 

SASARAN 
KEGIATAN 

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 
TARGE

T  

SK.1 Terselenggara
nya 
Pengendalian 
dan 
Pengawasan 
Mutu Hasil 
Kelautan 
Perikanan 

1. 

Persentase Hasil Kelautan dan 
Perikanan Sektor Produksi Primer 
yang Memenuhi Standar Mutu 
dan Keamanan Pangan Lingkup 
UPT Balai Besar KIPM Makassar 
(%)  

70 

2. 

Persentase Hasil Kelautan dan 
Perikanan Sektor Produksi Pasca 
Panen yang Memenuhi Standar 
Mutu dan Keamanan Pangan 
Lingkup UPT Balai Besar KIPM 
Makassar (%)  

70 

3. 

Lokasi Pengawasan Mutu Hasil 
Perikanan sektor produksi primer 
lingkup UPT Balai Besar KIPM 
Makassar (Lokasi)  

1 

4. 

Lokasi Pengawasan Mutu Hasil 
Perikanan sektor produksi pasca 
panen lingkup UPT Balai Besar 
KIPM Makassar (Lokasi)  

1 
 

5. 

Rasio ekspor ikan dan hasil 
perikanan memenuhi syarat mutu 
dan diterima oleh negara tujuan 
ekspor lingkup UPT Balai Besar 
KIPM Makassar (%) 

99 

SK.2 Terselenggara
nya 
Pengendalian 
sistem jaminan 
mutu dan 
keamanan 
hasil kelautan 
dan perikanan 
yang 
konsisten sesu
ai standar 

6. 

Nilai kualitas penerapan sistem 
manajemen mutu laboratorium 
lingkup UPT Balai Besar KIPM 
Makassar  (Nilai)  

75 

7. 

Nilai kualitas penerapan sistem 
manajemen mutu lembaga 
inspeksi lingkup UPT Balai Besar 
KIPM Makassar  (Nilai)  

75 
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SK.3 Tata Kelola 

Pemerintahan 

yang efektif, 

lincah dan 

akuntabel 

dalam bidang 

Pengendalian 

dan 

Pengawasan 

Mutu Hasil 

Kelautan dan 

Perikanan  

8. 
Indikator Kinerja Pelaksanaan 
Anggaran (IKPA) lingkup UPT 
Balai Besar KIPM Makassar  (Nilai)  

92 
 

9. 
Nilai Kinerja Perencanaan 
Anggaran lingkup UPT Balai Besar 
KIPM Makassar  (Nilai) 

71,5 

10. 
Presentase Penyelesaian Temuan 
BPK lingkup UPT Balai Besar KIPM 
Makassar  (%)  

100 

11. 
Indeks Profesionalitas ASN lingkup 
UPT Balai Besar KIPM Makassar  
(Indeks)  

87 

12. 
Penilaian Mandiri SAKIP lingkup 
UPT Balai Besar KIPM Makassar  
(Nilai)  

86 

13.  

Persentase Rekomendasi Hasil 
Pengawasan yang Dimanfaatkan 
untuk Perbaikan Kinerja lingkup 
UPT Balai Besar KIPM Makassar  
(%)  

85 

14. 

Persentase rencana umum 
pengadaan PBJ yang diumumkan 
pada SIRUP lingkup UPT Balai 
Besar KIPM Makassar  (%) 

76 
 

15. 

Nilai minimal yang dipersyaratkan 
untuk pembangunan unit kerja 
berpredikat Menuju Wilayah 
Bebas dari Korupsi lingkup UPT 
Balai Besar KIPM Makassar  (Nilai) 

75 

16 
Inovasi Pelayanan Publik lingkup 
UPT Balai Besar KIPM Makassar  
(Unit) 

1 
 

17. 
Survey Kepuasan Masyarakat 
lingkup UPT Balai Besar KIPM 
Makassar  (Nilai)  

88 
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BAB III  PENUTUP 

 
 

 

Rencana Kinerja Tahunan  (RKT) ini merupakan acuan dalam  

penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga   

(RKA-KL) di Balai Besar Karantina  Ikan,  Pengendalian  Mutu  dan  

Kemanan  Hasil  Perikanan  Makassar. Dengan dernikian diharapkan 

terdapat keselarasan antara   Rencana  Kinerja Tahunan (RKT) dengan 

kegiatan yang tercantum di dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran 

Kementerian/Lembaga   (RKA-KL), Daftar  Isian  Pelaksanaan Anggaran 

(DIPA), serta adanya keterkaitan dengan Laporan Kinerja  (LKj). 

Dengan tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini 

diharapkan antara perencanaaan dan pelaksanaan kegiatan terdapat 

keselarasan dan pencapaian hasil kegiatan di Balai Besar Karantina  Ikan, 

Pengendalian Mutu dan Kemanan Hasil Perikanan Makassar dapat 

terlaksana dengan baik. 
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